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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian Pustaka untuk menjawab pertanyaan
mayor: bagaimana analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep
Wali Mujbir. Selanjutnya pertanyaan minor yang hendak dicari jawabannya melalui
penelitian ini adalah: 1) bagaimana konsep wali mujbir menurut Husein
Muhammad? 2) bagaimana metode Zstinbat hukum Husein Muhammad tentang wali
mujbir?.

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data
dengan teknik dokumenter dan didukung dengan wawancara. Data yang telah
terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami konsep wali
mujbir menurut Husein Muhammad dan metode istinbat yang digunakan dalam
konsep tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat memperluas dan
memperkaya ilmu figh tentang konsep perwalian. Selain itu juga dapat digunakan
sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah apabila
ada masalah yang berkaitan dengan wali mujbir.

Hasil penelitian menyimpulkan, berbeda dengan mayoritas Ulama figh,
Husein Muhammad berpendapat bahwa Wali muybir tidak berhak memaksa dan
menentukan pasangan bagi anak perawannya yang sudah dewasa. Unsur kerelaan
dalam pernikahan merupakan suatu hal yang sangat urgen sehingga tidak boleh
dinafikan begitu saja. Lebih lanjut lagi, indikasi kerelaan Perawan menurut Husein
tidak cukup dengan diam, diperlukan lagi pengetahuan akan psikologis anak perawan
tersebut. Apalagi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini yang sudah jauh berbeda
dengan beberapa abad silam. Bila masih terjadi praktek pemaksaan sedangkan sang
perawan benar-benar menolak maka hal ini sama dengan ikrah. Konsekuensi
hukumnya adalah batal demi hukum.

Pendapat Husein di atas tidak terlepas dari Metode istinbat hukum yang
digunakan yakni pendekatan maknawi (Subtansif) dan juga kontekstual
(Kondisional). Terlihat dari pendapatnya yang menyatakan bahwa kondisi perawan
pada masa lalu dan saat ini berbeda, sehingga menuntut hukum yang berbeda pula.
Serta pemaknaannya terhadap hadits-hadits tentang izin seorang perawan dan juga
janda. Husein menitik beratkan semuanya itu pada maslahah yang dikandung hukum
tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran baik bagi
wali maupun perawan yang telah dewasa untuk bermusyawarah dalam hal pasangan
hidup. Musyawarah sebagai solusi yang akan menjembatani dua kepentingan yang
semestinya bisa berjalan beriringan, mengingat bahwa seseorang hidup tidak pernah
lepas dari sosialnya. Baik itu masyarakat dalam lingkup kecil yakni keluarga maupun
skup yang lebih besar.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku
pada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.
Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup
bebas tanpa aturan mengikuti nalurinya. Melakukan hubungan antara jantan
dan betinanya secara anarki. Oleh sebab itu untuk menjaga kehormatan dan
martabat kemuliaan manusia, Allah ciptakan hukum sesuai dengan
martabatnya. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara
terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai.

Hubungan yang suci itu ditandai dengan akad nikah yang dihadiri
para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu
saling terikat. Perkawinan ini telah merupakan jalan aman pada naluri (sex),
memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak
laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.!

Islam mengatur perkawinan dalam wujud aturan-aturan yang disebut
Hukum Perkawinan Islam berdasarkan wahyu Tuhan yakni Al-Qur’an.

Adapun dasar yang menjadi aturan perkawinan itu ada adalah Al-Qur’an

' M. Thalib, Perkawinan menurut Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 1
1



surat Az-Zariyat ayat 49 yang menjelaskan bahwa hidup berpasang-
pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk :

25,2753
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Artinya: “dan segala sesuatu Kamz ciptakan berpasang-pasangan supaya
kamu mengingat kebesaran Allah.”®

Dalam Al-Qur’an surat Yasin ayat 36 dinyatakan:

[ 20 I 2 ]
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Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan
semuanys, baik dari apa yang ditumbuhkan 01611 bumi dan dari diri mereka
maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Hukum Islam ditujukan untuk kesejahteraan umat, baik secara
perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun
di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya
kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat
dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai
terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar

terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan,

2 Ibid,, 2
3 Ibid,, 3



karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah memiliki
kemampuan. Tujuan ini dinyatakan baik dalam Al-Qur’an maupun Al-
hadits.*

Melihat begitu urgennya éosisi pernikéhan, Abu Hamid al-Ghazali
dalam Ihya’ ‘Ulim ad-Din menyediakan satu pasal tentang dorongan kawin.
Dalam pasal ini dikutip beberapa ucapan nabi tentang kebajikan perkawinan
yang merupakan “misagan Galidar’.>

Tujuan pernikahan dimaksudkan agar tercipta kerukunan hidup,
saling menyayangi dan mencintai sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-
Qur’an surat Ar-Rum ayat 2] yang berbunyi:

£.2 P E au At il s
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri dari jenismu supaya kamu tenferam bersamanya, dan Dia

menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang
demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir”.

46

4 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakabhat, (Jakarta: Kencana, 2006), 14
5 Sayyid Muhammad Ridhui, Perkswinan dan Seks Dalam Islam, (Jakarta: Lentera, 1996),

¢ Departemen Agama Rl, Al-Qur’an dan Terjemah Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama

RI, 2001),796



Perintah menikah bukanlah perintah main-main. Di balik perintah
terdapat kesenangan yang boleh dirasakan bersama namun juga tidak luput
bahwa dalam perintah tersebut terdapat amanah dan tanggung jawab yang
besar.’

Di balik tiap perintah yang Allah berikan kepada makhluk-Nya tidak
pernah terlepas dari tujuan dan pastilah memiliki hikmah. Begitu pula
dengan anjuran menikah terdapat hikmah yang sangat agung, di antaranya
adalah:®

Pertama, untuk menjaga dan memelihara kedua suami-isteri dari
perbuatan yang tercela (haram). Nabi Muhammad SAW bersabda: “wahai
para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka
hendaklah menikah, karena menikal dapat lebih menjaga kehormatan (dari
hal-hal yang haram).

Kedus, menjaga masyarakat dari kerusakan dan dekadensi moral.
Seandainya tidak ada perintah dan aturan dalam menikah niscaya tersebar
perbuatan mesum dan amoral antara kaum laki-laki dan perempuan.

Ketiga, memberikan kesenangan (istimta’) bagi kedua belah pihak

dengan berbagi hak dan kewajiban masing-masing. Sang suami menanggung

7 Mohammad Fauzil Adhim, Meacapai Pernikahan Barakah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1998), 26

8 M. Shaleh Al-Ustaimin, A. Azis Ibn Muhammad Dawud, Pernikahan Islami, (Surabaya:
Risalah Gusti, 1992), 14



dan mencukupi nafkah, makan, minum, sandang dan papan secara wajar (bil
maruf).

Keempat, memperkokoh hubungan antar keluarga dan golongan.
Berapa banyak di antara keluarga yang pada mulanya saling berjauhan dan
tidak saling mengenal satu sama lain, lalu dengan pernikahan terjadi
pendekatan hubungan di antara keduanya. Itulah sebabnya, mengapa Allah
menjadikan hubungan penikahan bagian dari nasab, sebagaimana firman
Allah dalam Surat Al-Furgan ayat 54.

Kelima, menjaga kelestarian keturunan umat manusia secara bersih
dan sehat, karena pernikahan merupakan faktor perkembangbiakan
keturunan demi kelestarian umat manusia.’

Meskipun tujuan perkawinan begitu agung namun tidak selamanya
perkawinan menjadi maslahah bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam hal
ini dengan mempertimbangkan beberapa alasan dilangsungkannya
perkawinan maka para Ulama madzhab membagi hukum melaksanakannya
dalam beberapa macam, yakni:

1. Wajib
Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah

mendesak, serta khawatir akan terjerembab dalam perzinaan. Menjauhkan

% Ibid, h. 14



diri dari perbuatan haram adalah wajib. Maka jalan terbaik adalah
menikah.

2. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah manakala seseorang telah memiliki
kemauan dan nafsunya juga kuat, namun mampu mengendalikan diri dari
perbuatan zina. Menikah lebih utama dari pada berdiam diri menekuni
ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali
tidak dibenarkan oleh Islam. Dalam hal ini para Ulama telah sepakat.'o

3. Haram
Apabila pernikahan hanya ditujukan untuk menganiaya atau memperolok
pasangannya, maka jelas ini sangat bertentangan dengan tujuan daripada
pernikahan itu sendiri. Ini merupakan perbuatan keji, sehingga haram
hukumnya.

4. Makruh
Makruh, bagi mereka yang lemah syahwat scrta tidak memiliki
kemampuan untuk memberi nafkah kepada istri meskipun sang istri telah

kaya dan tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat pula.

10 7uhdi Muhdlor, memabami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujy),
(Bandung: Al-bayan, 1994), 14



5. Mubah
Hukum perkawinan menjadi mubah manakala seorang laki-laki yang tidak
terdesak alasan-alasan yang membuatnya wajib untuk segera
melaksanakan perkawinan.

Mengingat pernikahan memiliki tujuan dan konsekuensi hukum maka
pernikahan tentu tidak dapat dilaksanakan dengan sesuka hati. Termasuk
dalam memilih pasangan. Hal ini dikarenakan dalam pernikahan terdapat dua
tujuan yang saling beriringan, yakni primer dan sekunder. Tujuan primer
adalah hubungan seksual dan kemandirian bagi kedua mempelai. Sedangkan
tujuan sekunder adalah kekerabatan dan kekeluargaan.

Dua tujuan di atas sering tidak dipahami oleh masyarakat Indonesia.
Tujuan sekunder lebih sering diutamakan daripada tujuan primer. Sehingga
terdapat hak-hak yang tidak diperoleh kedua atau salah satu mempelai.
Sebagai contoh adalah persetujuan gadis dalam memilih pasangan. Orang tua
terutama Ayah sebagai wali mujbir tidak jarang memaksa anaknya untuk
menikah dengan lelaki pilihannya. Padahal yang akan menjalani kehidupan
bersama lelaki itu adalah si gadis bukan sang Ayah.

Pemaksaan kehendak tersebut karena ayah maupun kakek merasa
memiliki kedudukan sebagai wali yang merupakan salah satu dari rukun

nikah. Adapun rukun nikah tersebut yakni:"!

I' Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung, PT. Sinar Baru Algensindo, 2001), 381



1. Calon pengantin pria
2. Calon pengantin wanita
3. Walinikah
4. Dua orang saksi
5. Sigat (akad) Ijab kabul
6. Mahar
Keberadaan wali sebagai salah satu rukun nikah berdasarkan pada

hadits nabi:

12 APITAR
aap V1 g Al oly 25 V] £S5 Y

Wali yang dalam pengertiannya adalah orang yang memiliki hak
penguasaan dan perlindungan. Namun dalam kaitan hak yang dimiliki oleh
wali maka tidak serta merta setiap wali memiliki hak yang sama. Ada dua
jenis perwalian yang dikenal dalam Islam, yaitu perwalian yang memiliki
hak memaksa (7/bar) dan perwalian sukarela (ikhtiyar). Perwalian hak ijbar
hanya dimiliki oleh ayah dan kakek saja. Adapun perwalian sukarela

diberikan pada saudara senasab ‘Asabah dari garis keturunan tepi, seperti

12 Muhammad Bin Ismgil Al-Kahlani. Subu/ As-Salam Vol 2, (bandung: PT. Diponegoro, tt),
117



saudara laki- laki paman dari ayah kandung atau seayah dan anak laki- laki
keduanya.I3

Menurut beberapa Ulama mazhab, wali mujbir dalam dacrah wilayah
(perwalian) terhadap anak gadis, khususnya adalah Ayah maka baginya boleh
memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihan sang Ayah. Pendapat
ini merupakan pendapat dari Ulama Syafji, Malik, dan Ton Abi Laila.

Berbeda dengan pendapat di atas, Abu Hanifah menyatakan bahwa
anak gadis yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah. Pendapat
ini juga senada dengan pendapat Tsauri.'

Tentang hak wali mujbir, Husein Muhammad seorang Ulama
Indonesia menyatakan bahwa makna Ijbar sering kali dikonotasikan dengan
Tkrah. Menurut Husein, antara Jkrah, Tak[7f dan Ijbar merupakan tiga kata
dengan akibat hukum yang berbeda. Pekerjaan yang dilakukan lantaran Ikrah
dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan
Takfif harus dipatuhi dan bagi yang melanggarmnya maka akan dikenai
hukuman. Sedangkan [ibar diartikan sebagai suatu tindakan untuk
melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab dan bukan memaksa. Sehingga

akibat hukum dari J/bar manakala seorang Yyang berada di bawah

2005), 9

13 Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam, hal 463.
" Tbn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtashid Juz IT, (Beirut: dar EI-Fikr,
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perwaliannya tela sanggup bertanggung jawab atas dirinya maka hilanglah
hak jjbartersebut.

Dalam hal perkawinan, Ijbar lebih berkonotasi dengan hak
mengawinkan. Sedangkan hak untuk memilih pasangan atau jodoh
merupakan milik pihak-pihak yang akan kawin."?

Pemikiran Husein Muhammad bukanlah pemikiran tanpa dasar.
Husein yang dikenal dengan Kiai Feminis lantaran kiprahnya dalam
pembelaan hak-hak perempuan menggali makna ayat melalui pendekatan-
pendekatan gender. Ini berbeda dengan para Ulama pada umumnya. Husein
pun disebut-sebut sebagai tokoh liberal Indonesia.

Husein juga berpendapat bahwa kriteria yang ditetapkan Syafii
tentang bolehnya scorang wali memaksa anak gadisnya untuk menikah
dengan lelaki pilihannya justru merupakan indikasi bahwa memang pada saat
jtu kriteria tersebut menjadi ukuran minimal bagi kerelaan scorang
perempuan.

Bertumpu pada hal-hal tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk
meneliti lebih lanjut mengenai pemikiran Husein Muhammad tentang wali
mujbir yang dituangkan dalam judul, * Analisis Terhadap Pemikiran Husein

Muhammad Tentang Konsep Wali Mujbir”.

15 Husein Muhammad, Figh Perempuan, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 109
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi
beberapa masalah di antaranya, aturan perwalian dalam hukum perkawinan
Islam, hak wali terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya,
bagaimana kedudukan wali dalam perkawinan, pandangan Al-Qur’an tentang
gender, konsep wali mujbir menurut Husein Muhammad, dan metode istinbat
hukum yang digunakan oleh Husein Muhammad.

Untuk mempermudah pembahasan dalam tulisan ini, maka peneliti
membatasi masalah dalam pembahasan ini dengan konsep wali mujbir
menurut Husein Muhammad, dan metode istinbat hukum Husein

Muhammad.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana konsep wali mujbir menurut Husein Muhammad?

2. Bagaimana metode istinbat hukum Husein Muhammad tentang wali

mujbir?
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D. Kajian Pustaka
Melalui penelusuran data yang dilakukan, terdapat beberapa
penelitian yang membahas tentang wali mujbir, diantaranya:

1. Persepsi masyarakat Islam desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng
Kabupaten Sumenep, Madura tentang konsep wali mujbir dalam Hukum
Islam dan Terapannya dalam Kehidupan Masyarakat. Skripsi dengan
nomor panggil S-2002044AS ini ditulis oleh Aisyiyah Buchari Ahmad ,
mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang
persepsi masyarakat desa Lenteng Timur mengenai wali mujbir dan
prakteknya dalam kehidupan di desa jtu.'®

2. Studi Tentang Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Wali Mujbir. Skripsi
dengan nomor panggil S-2001059AS ini ditulis oleh Sugeng Rianto,
Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang
pendapat Yusuf Qardhawi tentang kerelaan anak dan juga keluarga sama-
sama penting."

3. Studi Analisa Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Kedewasaan sebagai
Penghapus Hak Ijbar Wali Dalam pernikahan. Skripsi dengan nomor

panggil S-2001053AS ini ditulis oleh Abid Rohman, Mahasiswa IAIN

16 Aisyiyah Buchari Ahmad, Persepsi Masyarakat Islam desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng
Kabupaten Sumenep, Madura tentang konsep wali mujbir dalam Hukum Islam dan Terapannya
dalam Kehidupan Masyarakat, skripsi, 2002

17 Sugeng Riyanto, Studi Tentang Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Wali Mujbir, skripsi, 2010
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Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang faktor dewasa
sebagai penghapus hak Zjbar wali dalam pernikahan.'®
4. Hak Ijbar Dalam Menentukan Jodoh: Studi Analisis Terhadap Figh Imam
Malik. Skripsi dengan nomor panggil S-2006081AS ini ditulis oleh
Suwita, Mahasiswa JAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas
tentang pendapat Imam Malik terhadap hak ijbar dalam menentukan
jodoh. Menurut Imam Malik bahwa hak jjbar merupakan hak orang tua
untuk menikahkan dan juga menentukan jodoh bagi anak gadisnya.
Schingga masalah pernikahan bagi anak perempuan haknya berada pada
orang tua. Baik dia masih kecil maupun sudah balig."
Jadi, jelas bahwa penelitian yang Penulis angkat dengan judul
Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Wali

Mujbir” belum pernah dibahas dan dipublikasikan.

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan:
1. Menganalisis konsep wali mujbir menurut Husein Muhammad?

2. Menganalisis metode istinbat hukum Husein Muhammad?

18 Abid Rohman, Studi Analisa Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Kedewasaan scbagai
Penghapus Hak ljbar Wali Dalam pernikahan , skripsi, 2001.

1 Suwita, Hak Jjbar Dalam Menentukan Jodoh: Studi Analisis Terhadap Fiqgh Imam Malik,
skripsi, 2006.
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F. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sekurang-
kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan
memperkaya ilmu Figh tentang konsep Perwalian.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan
atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syarjah apabila ada masalah
yang berkaitan dengan wali nikah.

G. Definisi Operasional
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan
kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan
beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam

Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan
bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh
pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.?® Penelaahan
tersebut dengan berdasarkan al-qur’an dan hadits serta beberapa

pendapat Ulama figh.!

» Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 32.
217 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) h. 44
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2. Wali Mujbir menurut Husein Muhammad: Ide umum, pengertian,
rancangan, rencana dasar yang digagas oleh Husein mengenai wali
mujbir, yakni wali mujbir adalah wali yang memiliki hak ibar ;
melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, bukan memaksa (tahun
2001-sekarang).

H. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (Library Research).

Oleh sebab itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Agar dalam  pembahasan skripsi ini nantinya dapat
dipertanggungjawabkan kualitas mutunya, maka penulis membutuhkan
data sebagai berikut:

a. Data yang membahas pemikiran Husein Muhammad mengenai wali
mujbir

b. Data yang menyangkut metode istinbat hukum yang digunakan oleh
Husein Muhammad

c. Data tentang konsep wali menurut Hukum Islam

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan

menjadi dua kategori, yaitu:
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a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang langsung diperoleh dari subyek

penelitian lapangan. Dalam hal ini sumber primer adalah:

1.

Husein Mvhammad, Figh Perempuan

2. Husein Muhammad, Jjtihad Kyai Husein

3.

Husein Muhammad, /slam Agama Ramah Perempuan

b. Sumber Sekunder

1.

2.

8.

9.

M. Nuruzzaman, Kyai Husein Membela Perempuan

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam

Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Madzhab

Sayyid Sabiq, Figih sunnah

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara
Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan

Ton Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugtasid

Budi Handrianto, 50 (lima puluh) Tokoh Islam Liberal Indonesia
M. B Hooker, Islam Mazhab Indonesia

Muhyiddin, al-Ahwal asy-Syahsiyyah

10. Abi hasan Ali, al-Hawi al-Kabir

11. Tagqiyyuddin, Kifayat al-Ahkyar
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I. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Karena itu, pengumpulan
data akan dilakukan dengan dokumentasi. Mengenai hal ini peneliti
membaca, menelaah dokumen, arsip, biografi, dan buku-buku karya subyek
penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang hendak dicarikan
jawabannya yakni wali mujbir menurut Husein Muhammad secara khusus
dan konsep wali mujbir dalam hukum Islam secara umum, serta menelazh
bahan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.zz. Selain itu,
digunakan juga teknik wawancara. Teknik ini penting digunakan sebagai
pendukung, sebab bagi peneliti kualitatif yang menggunakan penelitian
pustaka dengan jenis ofobibliografi, interaksi dengan subyek melalui
wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari subyek

untuk melengkapi data.

J. Teknik Pengolahan Data
Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut:
1. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan

memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi

2 Basuki As’adie, Metodologi Penelitian Pendidikan Pengantar Penyusunan Proposal Penclitian
Pendidikan Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif h.8
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kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan
serta relevansinya dengan permasalahan.23
2. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga

dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

K. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah proses mengatur
urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan
satuan uraian data* Analisis data dilakukan secara komprehensif dan
lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup
penelitian dan tidak ada yang terlupakan.25

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan
menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif
yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan
mempunyai bobot narasi yang memadai. Metode ini diperlukan sebagai suatu

metode dalam meneliti suatu obyek, suatu kondisi atau suatu sistem

B Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, h. 91

% Lexy. J Moleong, Metodologi Penclitian Kualitatif, cet. 26, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2009), 248

% pAbdulkadir Muhammad, Hukum dan Penclitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), 172
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pemikiran pada masa sckarang dalam rangka mencari fakta-fakta untuk
diinterpretasikan secara tcpat.26

Kemudian pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah

secara deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu aturan-

aturan atau hukum Islam yang menjelaskan tentang perwalian lalu aturan itu

digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu konsep wali

mujbir menurut Husein Muhammad, kemudian ditarik kepada sebuah

kesimpulan.

L. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan
skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab,
dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih
jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pola
umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya
mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian dan kegunaannya, definisi
operasional dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik

pengolahan data, teknik analisa data dan sistematika pembahasan.

% Dwiyanto, Djoko, Metode Kulitatif  Penerapannya dalam  Penelitian.
www.inparametric.com (16 Desember 2010)
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Bab kedua tentang landasan teori. Bab ini membahas tentang
pengertian wali, dasar hukum wali, macam-macam wali, dan lain sebagainya
yang berkaitan dengan wali.

Bab ketiga, pembahasan. Bab ini membahas tentang biografi
intelektual Husein Muhammad mulai dari riwayat pendidikan hingga karya-
karya yang dihasilkannya, metode istinbat yang digunakan serta konsep wali
menurut Husein Muhammad.

Bab keempat tentang analisis. Bab ini berfungsi untuk menganalisis
tentang pemikiran Husein Muhammad tentang wali mujbir, menganalisis
metode yang digunakan Husein Muhammad.

Bab kelima tentang penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BABII
WALI DALAM PERKAWINAN ISLAM

A. Pengertian Wali

Wali Menurut bahasa, berarti pelindung, pemelihara, pemimpin dan
kekasih.! wali adalah orang yang menurut hukum dapat diserahi kewajiban
untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu
persoalan. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan
perlindungan.zAdapun menurut istilah wali diartikan sebagai orang yang
menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta
hartanya, sebelum anak itu dewasa. Juga bisa diartikan sebagai pengasuh
pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah
dengan pengantin laki-laki. Dapat pula diartikan sebagai kepala
pemerintahan.3

Wilayah dalam Ensiklopedi Hukum Islam diartikan dengan dekat,
mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah, dan Pemerintahan.
Dalam Fikih, kata wilayah digunakan sebagai wewenang seseorang yang

belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak

! M. Ishom El Saha, Saiful Hadi, Sketss Al-Qur’an, (Jakarta: Listafariska Putra, 2005), 798.
? poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal. 1146.
3 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, 165.

21
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yatim, dan orang yang belum cakap hukum. Istilah wilayah juga berarti hak
untuk menikahkan seorang wanita. Hak itu di pegang oleh wali nikah.*

Wilayah dibagi menjadi dua macam, yakni wilayah ashliyyah dan
wildyah niyabah. Yang dimaksud dengan wildyah ashliyah yaitu kemampuan
seseorang untuk bertindak sendiri karena ia telah cakap hukum. Sedangkan
yang dimaksud dengan wildyah niyabah adalah kewenangan seseorang untuk
bertindak hukum atas nama orang yang diampunya.’

Wilayah Niyvabah dibagi menjadi dua yaitu ‘am dan Khas. Wilayah
‘am contohnya adalah wewenang Pemerintah terhadap rakyatnya, sedangkan
yang termasuk wilayah khas adalah wilayah ‘ala al-nafs termasuk di

dalamnya hak untuk menikahkan, dan wildyah ‘ala al-mali’

B. Dasar Hukum Adanya Wali
1. QS. Al-Baqarah: 232

& 2. - ‘g’ ’},///g,’

U.G}-_,)"’ Mm&‘W‘wTﬁl‘gﬁ

;fy;sduswwmy ' u,_,..lb % o5 13)

4 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,

2006), 1934.

5 Ibid, 1934.
§ Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 517.
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<4 " ,r,,,‘d’a‘,, E”} 'zo.t,} 1&.. “p0e I T s
¥ ol olag iy Jebl3 250 (51205 o9l A
@
Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa
iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah
terdapat Kereclaan di antara mereka dengan cara yang maruf
Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui.”’

- }’la.

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh
suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan
suaminya maupun dengan laki-laki lain. Dalam menanggapi ayat ini

terdapat perbedaan di antara para Ulama figh.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa larangan dalam ayat ini
ditujukan kepada wali, berdasarkan hadits Ma’qil bin Yasir. Ma’qil
mempunyai seorang saudara perempuan yang dinikahi oleh Abi Baddah.
Kemudian ia dicerai oleh suaminya itu. Namun setelah terjadi perceraian
itu, Abibaddah menyesal dan ingin kembali kepada mantan istrinya
tersebut. Tetapi Ma’qil sebagai wali dari perempuan itu menolak hingga

peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah dan kemudian turunlah ayat ini.®

7 Departemen Agama Rl, Al-Qur’an dan Tafsirnyajilid I, (Departemen Agama RI, 2009),
335-336.
8 Ibid, 341.
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2. QS. An-Nisa: 19
Sasladd ¥ CZ;{ TS ulrngAYlesug.\]l i
Sagtes ;:ﬁwuglut%&,i’:uuuua“xpu
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Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu
mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu
menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari
apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mercka
melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mercka
secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mercka, (maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak mcnyukaz sesuatu, Padahal
Allsh menjadikan padanya kebaikan yang banyak.””

Ayat ini turun menjelaskan bahwa keadaan masyarakat pada jaman
jahiliyah sering kali ahli waris seseorang yang meninggal dunia di
samping mewarisi harta bendanya juga memiliki kekuasaan penuh atas
janda-jandanya. Jika ahli waris itu menghendaki ia dapat menikahinya
sendiri, atau menikahkan dengan orang lain atau tidak membolehkan
janda-janda tersebut untuk menikah selama-lamanya. Ayat ini turun

untuk menghapus cara yang tidak baik itu.

% Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Tafsirnya jilid 2, (Departemen Agama R1, 2009), 133.
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Dari ayat tersebut diketahui bahwa kamu muslimin dilarang
meneruskan adat tersebut yang mewarisi dan menguasai kaum perempuan
secara paksa. Hal demikian sangat menyiksa dan merendahkan martabat
kaum perempuan. Selain itu ayat ini juga menentang perbuatan yang
menyusahkan perempuan dan membahayakannya.lo

Hadits Rasulullah SAW:

° - P & Z 4
% o » < 3\, z .
JAB Gdald 3 25 VI FSS Y
Artinya :
Dari Aisyah r.a berkata bahwa rasulullah saw bersabda:" Tidak ada nikah
kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adilM"

C. Macam-Macam Wali

Wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali

tahkim,dan wali maula.

1. Wali nasab
Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan
wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun urutannya
adalah sebagai berikut:'2
a. Ayah

b. Datuk laki- laki (kakek)

10 1bid, 134.
1) fuhammad bin Isa at-Turmudzi, Sunan at-Turmuzi, (Beirut: Dar Thya’ at-Turats al-‘Arabi,

tt), 1021.

12 Myhammad bin Muhammad abi Hamid al-Ghazali, A/-Wajiz £ Figh mazhab al- Imam
Asy-Syafi’i, (Beirut: Dar el-Fikr, 1994), 248,
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Saudara laki- laki seayah atau seibu.

Saudara laki- laki seayah.

Anak laki- laki dari saudara laki- laki sekandung.
Anak laki- laki dari saudara laki- laki seayah.
Paman (saudara laki- laki ayah) kandung.

Paman (saudara laki- laki ayah) seayah.
Anaknya paman sekandung.

Anaknya paman seayah.

. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang berhak menikahkan lantaran

adanya wewenang yang diberikan oleh pemerintah. Adapun wali

hakim ini boleh bertindak dengan adanya beberapa sebab, yaitu:

a.

b.

Co

Tidak ada wali nasab

Tidak cukup syarat-syarat pada wali nasab agrab atau ab’ad
Wali agrab ghaib atau pergi dalam perjalanan yang tidak dapat
ditempuh dengan secepat mungkin atau dua hari perj alanan.
Wali agrab dipenjara tidak bisa ditemui.

Wali agrabnya ‘adhal

Wali agrab berbelit-belit atau mempersulitnya.

Wali agrab sendiri yang akan menikah.

Wali agrab sedang Jhram.



i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan
wali muyjbirtidak ada.”®
Adanya wali hakim ini sesuai dengan hadits nabi:
B sy o 2l Shaltas
Artinya:
“Maka Hakimlah yang menjadi wali bagi seseorang yang tidak
ada walinya” (HR Ahmad, abu Dawud, Ibnu Majah, dan
Nasa’i)™*
3. Wali Tahkim
Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau
calon isteri bilamana wali nasab tidak ada, wali nasab gaib atau
bepergian jauh serta tidak ada wakilnya di situ dan tidak ada wali
hakim.
4. Wali Maula
Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Laki-laki
boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya
bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini

statusnya adalah sebagai budak."®

13 M.A. Tihami, Sohari Sohari Sabrani, Fikih Munakahat: Ksjian Fikib Nikah Lengkap,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 98.

14 Abi Ishak Tbrahim, Al-Mubazzab Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Iimiyah, tt), 429
¥ M.A. Tihami, Sohari Sahrani, Fikik, 99.
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pemilik harta itu, bukan untuk keuntungan diri pengampu.
Kewenangan ini dimiliki oleh orang-orang yang diberi wasiat oleh
Ayah, kakek, saudara laki-laki, atau paman.

Wewenang wali yang bersifat lemah terhadap pribadi dan harta orang
yang ada di bawah pengampuannya tetapi diperbolehkan untuk
memelihara harta namun tidak boleh memperdagangkannya. Yang
memiliki wewenang ini adalah para kerabat jauh dari orang yang
berada di bawah pcngampuannya.16

Perbedaan wewenang di atas dilatarbelakangi oleh adanya
pembagian wilayah nijyabah kepada dua bagian yakni yang bersifat
ihktiyariyah dan juga fjbariyah. Adapun yang memiliki wewenang
ijbariyah adalah wali nasab yang kuat dalam masalah pribadi dan
harta anak gadis yang bcfada di bawah pengampuannya dan disebut
sebagai wali muybir.

Yang dimaksud wali mujbir adalah wali yang berhak
menikahkan perempuan yang diwalikan tanpa menanyakan pendapat
dan ridha atau tidaknya orang yang diwalikan terlebih dahulu.

Wilayah ijbariyah muncul karena beberapa faktor, yaitu:'’

1. Masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan

16 Abdul aziz Dahlan, Ensiklopedi, 1935.
17 Muhammed Muhyiddin ‘Abdul Hamid, Al-Ahwal Asy-Syahshiyyah, (Beirut: al-Maktabah al-

‘Iimiyyah, tt), 72.
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2. Budak
3. Orang gila

4. Orang bodoh

Dari empat golongan di atas golongan Syafi’iyyah
menambahkan satu golongan lagi yaitu perawan. Menurut golongan
ini (Syafi’jyyah), keperawanan merupakan syarat bagi berlakunya
hak Jjjbar, baik itu masih kecil atau sudah balig dan berakal.'®
Sedangkan bagi janda maka berlaku wilayah musyarakah yakni
adanya kesamaan hak antara wali dan orang yang berada di bawah

pengampuannya.

Meskipun Syafi’i menetapkan empat hal yang harus ada dalam
secbuah pemnikahan adalah wali, kerelaan mempelai perempuan,
kerelaan mempelai laki-laki dan juga adanya dua saksi yang adil.
Namun dalam hal anak perawan dan juga budak perempuan maka
ayah dapat menikahkan anak perempuannya tanpa izin dari anak
tersebut. Begitu pula bagi tuan, ia boleh menikahkan budak

perempuannya meski tanpa izin dari budak tersebut.!’

'® M. Husain az-Zehaby, al-Syari’ah al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Kutb al-Haditsah, 1968),
119.

' Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, A-Umm juz 6, (Beirut: Dar Thya’ al-Turats al-*Arabi,
2001), 471.
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Tentang hak wali mujbir terhadap anak perawan maupun
janda maka menurut Abu Hanifah antara perawan dan janda
manakala telah dewasa dan berakal serta merdeka, bukan budak
berlaku baginya wilayah istihbab. Yakni wilayah yang memberikan
ruang bagi anak perempuan dewasa untuk melakukan urusannya
sendiri tanpa bergantung kepada walinya.”® Hal ini disandarkan pada

hadits Rasulullah SAW:

Y 5 Gl 3 O3B 201 5,005 2 Gl 55T 2N

La_:;.. P
Artinya: ‘“Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada

walinya, sedangkan gadis dimintai persetqluannya tentang dirinya,
dan persetujuannya adalah diamnya.

Menurut Ulama Hanafi, hadits di atas menjadikan hak bagi wanita
mengenai dirinya, dan menafikan urusan orang lain dalam hal yang
berhubungan dengan nikahnya, serta melingkupi apa yang berhubungan
dengan memilih calon suami, juga yang berhubungan dengan akad. Adapun
mengenai perawan, bila melihat dari segi sifat dan kebiasaannya yang malu-
malu untuk menegaskan Kkerelaannya, lebih-lebih untuk bertindak secara

langsung dalam akad, syara’ mencukupkan dengan sesuatu yang

432.

M. Husain az-Zahaby, al-Syari’ah, 117.
2 7aki al-Din ‘Abd al-‘Azim, Mukhtasar Sahih Muslim, (Beirut: Al-Maktab al-Islam,2002),
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menunjukkan kerelaan. Oleh karena itu, selama perawan itu telah balig dan

agil (berakal sehat), ia mendapat perlakuan yang sama sebagaimana janda.?2

Berbeda dengan Hanafi, Maka Ulama Syafi’iyyah memahami hadits
ini sebagai dalil bahwa janda dan perawan memang berbeda. Diterangkan
dalam hadits tersebut bahwa janda memiliki hak atas dirinya dari pada
walinya sedangkan Perawan justru walinya yang memiliki hak atas dirinya.
Adapun izin terhadap perawan, bagi madzhab ini bukan sebagai syarat akan

tetapi hanya sebagai anjuran saja.?

Sedangkan menurut golongan Ja’fariyah, bagi seorang perempuan
yang merdeka, balig dan juga berakal dan berstatus janda maka ia tidak
berada pada wilayah jjbar. yang berada pada wilayah jjbar adalah mereka
yang masih perawan. Adapun wali yang memiliki hak ijbar disini adalah ayah
dan kakek, selain Ayah ayau kakek maka anak Perawan lebih berhak atas
dirinya. Dalam hal ini menurut Ulama Malikiyah, bahwa Perawan yang balig
dan berakal maka tetap berlaku wilayah ijbar. Pemegang hak ijbar bagi
golongan ini dan juga Hanabilah adalah Ayah atau orang yang diberi wasiat

oleh Ayah. Golongan Hanabilah mensyaratkan bahwa orang yang diberi

2 Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Figih Tujuh Mazhab, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 123.
2’ Abu Hasan Ali bin Muhemmed, A-Hawiy al-Kabir Juz 9 ,(Beirut: Dar al-Kutb al-
“Timiyah, tt), 52.
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wasiat oleh Ayah memiliki hak jjbar manakala Ayah telah menentukan atau

memilihkan jodoh bagi anak perempuannya.“

Para ulama’ yang membolehkan wali mujbir menikahkan tanpa minta
izin terlebih dahulu pada calon mempelai wanita harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:

1. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.

2. Laki- laki pilihan harus sekufu dengan perempuan itu.

3. Mahar tidak kurang dari mahar mitsil.

4. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap
isteri dengan baik dan tidak ada gambaran berbuat yang
menyengsarakan isten'.zé

Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka gadis yang telah
dikawinkan walinya tanpa dimintai persetujuannya terlebih dahulu itu dapat

minta fasakh, perkawinannya minta diputuskan oleh hakim.

E. Indikasi Kerelaan Seorang Perawan

Di antara tujuan perkawinan adalah membina keluarga yang bahagia
(sakinah, mawaddah wa rahmah), diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta

diridhoi oleh Allah.

%M. Husain az-Zahaby, al-Syari’ah, 120.
25 Wahbeh az-Zuhaili, A-Figh al-Islami wa Adillatub Juz IX, (Damaskus: Dar el-Fikr, 1989),
6685-6686.



Tujuan di atas akan tercapai manakala calon-calon mempelai saling
suka-menyukai untuk mengadakan ikatan perkawinan. Saling suka-menyukai
ini dalam bentuk lahir berupa izin dan persetujuan dari pihak-pihak yang
akan kawin. Menurut sebagian besar ulama figh bahwa seorang wanita tidak
dapat secara langsung menikahkan dirinya maka persetujuan wanita ini
menjadi sangat urgen sebelum dilaksanakan akad perkawinan tersebut.2®

Adapun indikasi kerelaan seorang perempuan diterangkan dalam

sebuah hadits dari Rasulullah:

3t 6 e osteed s K A% N St g o KRB Y
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Artinya: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa meminta
persetujuannya terlebih dahulu; dan seorang gadis perawan tidak boleh
dinikahkan kecuali dengan meminta persetujuannya terlebih dahulu.” Orang-
orang bertanys: “Ya Rasulullah, bagaimana kami tahu bahwa dia

setuju? Rasulullah menjawab: “Diamnya »27

Menurut Abu Tsaur bahwa hadits ini menerangkan bahwa perbedaan
antara janda dan gadis dalam izinnya terletak pada cara mengungkapkannya.

Bila janda ia akan mengungkapkan izinnya tersebut melalui perkataan. Dan

2 K amal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1993), 97.

7 Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Ringkasan Shahih Bukhari, (Bandung: Mizan,
1997), 790.
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menurut Abu Bakar bahwa izinnya perawan adalah saat ia diam ketika ia

mengetahui akan pexjodohannya.28

F. Syarat-Syarat Wali
Mengingat bahwa wali memiliki kewenangan yang tidak remeh maka
seseorang dapat menjadi wali jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini:?®
a. Harus orang yang mukallaf. Artinya ia telah agil balig. Karena orang
yang belum agil balig itu masih membutuhkan orang lain untuk
mengawasi segala urusannya. Karenanya, selama ia tidak mampu
mengurus diri sendiri, maka tidak mungkin ia mampu dibebani urusan
orang lain. Orang yang belum baligh tidak boleh menj adi wali, sebab ia
masih membutuhkan orang lain untuk mengawasi segala urusannya.
Selama ia tidak mampu mengurusi dirinya sendiri, maka tidak mungkin ia
mampu dibebani urusan orang lain dalam hal menjadi wali atas
pernikahan orang lain.
b. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk

muslim kecuali seorang tuan yang menjadi wali bagi budak

% Mamlaksh al-‘Arabiyah, Jami’u al-hukiku Mahfizah li an-Nasyir, (Saudi: Maktabah
Makkah ats-Tsaqafiyat, 2007), 18.

B Abu ‘Abd al-Mu’thi Muhammad bin ‘Umar, Nibdyah al-Zayn fi Irsyad al-Mubtadiln,
(Beirut: Dar al-Fikr, tt), 281.
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perempuannya.*® Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ali-

Imran: 28 yang berbunyi:*!
Lo £
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Artinya: Janganlab orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang
siapa berbuat demikian, niscaya lepasiah ia dari pertolongan Allah,
kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti
dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri
(siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).”

Dan perwalian atas orang kafir harus dilakukan oleh orang-orang itu
sendiri, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Anfal ayat

73:

,’}

T 3% S0 ) an sl aadns 105 4l

@355
Artinya:
“ Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mercka menjadi pelindung bagi
sebagian yang lain. jika kamu (hai Para muslimin) tidak melaksanakan apa
yang telsh diperintahkan Allah ztu, niscaya akan terjadi kekacavan di muka
bumi dan kerusakan yang besar. **

% Abu Ishak Ibrahim, At-Tanbih ff al-Figh asy-Syafi, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Timiyyah,
tt), 223.
3 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figih, (Jakarta: Kencana, 2003), 93.
Depag R, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 273.



37

Jadi harus ada persamaan agama antara wali dengan wanita yang
diwalikannya sesuai dengan apa yang diterangkan dalam ayat diatas.
c. Laki-Laki, tidaklah disahkan wanita untuk menjadi wali dalam

pernikahan, sebagaimana hadist Nabi SAW yang berbunyi:
°f i %% 5 w2 1, 4 A ,f_
G ’ij..sllw 55 Vs bl ahl 235 Y

Artinya:
Tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita, dan tidak boleh wanita
menikahkan dirinya scndm Sesungguhnya seorang pezina dia

menikahkan dirinya sendiri”?
Hal ini disebutkan juga dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah: 232
yang berbunyi:

ﬁ.‘l 28 - //g,,
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Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin
lagi dengan bakal suaminys, apabila telah terdapat kerelaan di
antara mereka dengan cara yang ma'ruf>

d. Merdeka
Wali nikah harus orang yang merdeka, dan tidak boleh scorang wali
dari budak, sebab budak tidak memiliki kewenangan atas dirinya sendiri,

maka ia pun tidak memiliki kewenangan atas diri orang lain.

®Tagiyyuddin Abu Bakar, Kifayat, 48.
3 Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Figib, 122.
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e. Rasyid

Wali disyaratkan harus orang yang rasyid (berakal, bijaksana, cerdik).
Artinya, ia harus mengetahui maksud tujuan dari pernikahan, karena orang
yang safih (bodoh, dungu) tidak mampu mengurus dirinya sendiri dengan
baik, apalagi mengurus diri orang lain. Dan mungkin orang seperti ini akan
menjodohkan perempuan perwaliannya dengan orang yang bodoh
sepertinya, dan ini akan menyia-nyiakan kemaslahatan yang akan
diperoleh perempuan itu apabila dia menikah dengan orang yang tidak
sesuai.

f. Adil.

Wali nikah harus memiliki sifat ‘Adalak (luhur budi pekertinya, jujur)
dan tidak orang yang fasik. Karena orang yang fasik dikhawatirkan akan
menikahkan perempuan perwaliannya kepada orang yang tidak memiliki
sifat takwa dan berakhlak mulia.

Adapun Ulama’-ulama yang menjadikan ‘Adalah sebagai syarat
bagi wali nikah ialah ulama-ulama mazhab Hambali, dan mazhab Syafi’i.
Tetapi menurut Hanafi, bahwa orang fasik sah juga menjadi wali karena
lafad “mursyid’ itu tidaklah tetap dan adapun yang menyatakan bahwa
memang lafad itu tetap justru mengindikasikan bahwa hadits tersebut
bertentangan. Dan adanya pertentangan menunjukkan bahwa hadits

tersebut adalah lemah. Menurut Syafi’iyah dan juga Malikiyah bahwa
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lafad 35 »% bermakna bahwa wali menunjukkan pada masiahah bagi orang

yang berada di bawah perwaliannya. Adapun hadits yang menjadi dasar
bagi pendapat Syafi’iyah adalah sebagai berikut:*

o

15285 od G 5085 0f e 215, Y 5K Y

’ o7’

% M. Husain az-Zahaby, al-Syari’ah,111 ,
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PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG WALI MUJBIR

A. Biografi dan Karya-karya Husein Muhammad
1. Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir di Cirebon, tepatnya di Arjawinangun pada
tanggal 9 Mei 1953 M. Husein lahir dan besar dalam keluarga besar
Pondok Pesantren Dar at-Tauhid. Ibunya bernama Ummu Salma
Syathori, putri dari KH Syathori yakni pendiri pondok Pesantren Dar at-
Tauhid Arjawinangun. Sedangkan Ayahnya bernama Muhammad
Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berlatar belakang pendidikan
pesantren pula.’

Pondok pesantren Dar at-Tauhid, tempat lahir dan besarnya Husein,
pada saat itu merupakan pesantren yang modern dibandingkan pesantren
pada umumnya di Cirebon. Alasannya KH. Syathori pada masanya sudah
berpikir dan bersikap sangat moderat dengan memulai pendidikan
pesantren dengan menggunakan papan tulis, kelas-kelas dan bangku-

bangku. Padahal di pesantren lain hal seperti itu dianggap masih

! M. Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Perempuan, (Yogyakarta: Lkis, 2005), 110.

40
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terlarang. Jadi sejak awal pesantren di mana Husein hidup sudah memberi
ruang pada hal-hal yang berbeda yang mendorong kemajuan.’

Husein Muhammad belajar agama sejak kecil di pesantren, ia belajar
membaca al-Qur’an pada KH. Mahmud Toha dan kepada kakeknya
sendiri KH. Syathori. Di samping belajar di Madrasah Diniyah, ia juga
belajar di SD dan selesai pada tahun 1966 kemudian melanjutkan
Studinya di SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Di SMP
ini Husein aktif di dalam organisasi sekolah bersama rekan-rekannya.
Padahal kondisi masyarakat pada saat itu masih jarang yang
menyekolahkan anaknya untuk menempuh pendidikan umum. Pada saat
itu pendidikan umum masih dilarang oleh kiai pesantren.

Setelah tamat SMP Husein Muhammad melanjutkan belajar ke
Pondok pesantren Lirboyo yang terletak di kota Kediri dan merupakan
pesantren yang masih tradisional (salaf), di pesantren tersebut Husein
aktif menulis beberapa rubrik koran lokal baik itu dalam bentuk puisi
atau pun cerita. Setelah tiga tahun belajar di pesantren ini yaitu pada
tahun 1973 Husein tidak berhenti begitu saja, ia melanjutkan
pendidikannya ke Perguruan Ilmu al-Qur’an (PTIQ) Jakarta. Perguruan
Tinggi ini mengkhususkan kajian tentang al-Qur’an dan mewajibkan

mahasiswanya untuk hafal al-Qur’an. Husein menempuh pendidiknya di

2 Ibid,, 111.
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Perguruan Tinggi ini lima tahun dan lulus pada tahun 1980. Selama di
PTIQ Husein sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik
ckstra maupun intra kampus. Setelah dari PTIQ Husein melanjutkan
studinya ke Kairo, Mesir yakni di sebuah universitas tertua di dunia yakni
al-Ahzar.

Pada tahun 1983 Husein pulang ke Indonesia, ia pun mengikuti
jejak kakeknya untuk mengembangkan pesantren Dar at-Tauhid. Saat itu
kondisi SMU di Pesantren ini hampir dibubarkan, namun Husein

berusaha memperbaikinya.’

2. Pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun

Dalam tradisi pendidikan Indonesia, Pondok Pesantren merupakan
lembaga pendidikan yang pertama kali dikenal oleh masyafakat.
Pesantren merupakan wadah pendidikan yang khusus mempelajari dan
mendalami agama Islam. Pesantren yang dikesankan kumuh oleh colonial
Belanda pada masa penjajahan , dengan segala keterbatasan sarana dan
prasarana pendidikannya, mampu menyelenggarakan model pendidikan
yang berhasil menciptakan lulusannya dengan karakteristik tersendiri,

yaitu menyatunya ilmu-amaliyah dan amaliah-ilmu.*

? Ibid,, 115

* Imy-amaliah dan amaliah-ilmu (ilmu yang dilaksanakan dan perbustan yang berilmu),
yaitu ilmu atau teori yang dipraktikkan dalam tindakan, dan tindakan yang berdasarkan ilmu atau
teori. Contoh untuk ini adalah semua tindakan santri selalu berdasarkan pada teks-teks kitab kuning.
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Kesederhanaan pesantren di satu sisi dan keberhasilan model
pendidikan yang diterapkan selama ini, membuat banyak kalangan
tertarik. Pesantren pun menjadi obyek penelitian dan juga dijadikan
sebagai rujukan sistem pendidikan di saat pendidikan modern dianggap
tidak berhasil dalam memberikan pembinaan moral kepada anak didik.’

Di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, terdapat ratusan atau
bahkan mungkin ribuan pesantren yang tersebar di seluruh pelosok. Salah
satunya adalah Pondok Pesantren Dar at-Tauvhid yang berada di
Arjawinangun,tepatnya di jalan Kali Baru Timur (sekarang dikenal
dengan jalan KH. Syathori) nomor 10-12 Arjawinangun, Cirebon, Jawa
Barat. Pesantren ini didirikan oleh KH. Sanawi bin Abdullah bin
Muhammad Salabi pada tahun 1932 M. Beberapa waktu kemudian, KH.
Sanawi menyerahkan tanggung jawab kepada KH. Syathori.®

Pada masa KH. Syathori, Pesantren mengalami perkembangan
dan kemjuan pesat (1953-1969 M). beberapa kemajuan itu terlihat dari
pembangun?m fisik maupun akademik Pesantren. Pada masa ini didirikan
Madrasah Wathaniyah (Sekolah Nasional/Lokal). Disebut local karena
pada saat itu tenaga pengajar berasal dari daerah sekitar pesantren, dan

disebut Nasional karena sekolah ini untuk mengenang perjuangan

Baik itu perbuatan yang bersifat ubixdiyah (Hubungan dengan Tuhan) maupym mu’amalah (hubungan
manusia dengan manusia lainnya).

5 M. Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Perempuan, 102.

$ Ibid, 104 .



kebangsaan yang telah dikobarkan oleh KH. Hasyim Asy’ari dan juga
KH. A. Syathori serta beberapa Ulama lainnya dalam perjuangan merebut
kemerdekaan melawan Belanda.”

Sistem Pendidikaan di Pondok Pesantren Dar at-Tauhid
menggunakan halagah (Lingkaran), atau lebih popular dengan nama
Bandongan dan sorogan® Selain metode ini, KH. A. Syathori juga
mengenalkan sistem madrasah dengan sistem penjenjangan dengan
menggunakan sebutan sifir awwal (nol pertama), Sifir Tsani (nol kedua)
dan sifir Tsalist (nol ketiga). Tiap sifir memiliki tiga jenjang A,B, dan C
sehingga semuanya berjumlah Sembilan jenjang. Sebutan ini pada
perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah /btidaiyah atau dasar
(enam tahun) dan fsaniwiyah atau menengah (tiga tahun).’

Dalam pelaksanaan sistem pendidikan madrasah, KH. A. Syathori
mengalami kendala berupa protes dari para tokoh setempat. Ini
disebabkan dalam proses pengajaran yang menggunakan papan tulis dan

juga kapur tulis dalam pembelajaran ayat-ayat al-Quran. Masyarakat

7
2bid., 105.

® Halagah adalah bentuk pendidikan yang dilakukan dengan cara dialog, dimana Kiai/ Ustadz
menerangkan materi selama 30 menit, kemudian para santri/murid merespon dengan pertanyaan atau
pun tanggapan. Sedangkan Bandongan adalah istilah bagi metode pengajaran dimana gurwKiai
membaca, mendiktekan makna-makna kata secara harfiyah kemudian menjelaskan isinya secara luas,
sementara para santri mendengarkan dan membuat catatan, baik makna harfish maupun penjelasan
kiai.

Sementara Sorogan adalah metode pengajaran dimana para santri membaca kiteb di hadapan
Gurwkial, sementara Guru menyimak dan memberikan koreksi serta menanyakan maksud dari bacaan
tersebut.

¥ M. nuruzzaman, Kiai Husein Membela Perempuan, 108.
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protes karena ayat al-Qur’an yang ditulis di papan tulis dihapus bila usai
belajar. Sedangkan debunya beterbangan ke lantai. Ini dianggap olch
masyarakat sebagai salah satu bentuk penghinaan terhadap ayat al-
Qur’an. Meski demikian, KH. A. ASyathori berusaha memberikan
pemahaman kepada masyarakat apa yang dilakukan itu tidak lain sebagai
upaya mendidik para murid untuk mengagungkan al-Qur’an bukan
dengan niat menghina al-Qur’an.'°

Pada hari Kamis, 19 Pebruari 1969 M, KH. A. Syathori wafat.
Pada saat itu putranya yang bernama KH. Ibnu Ubaidillah masih berumur
dua puluh tahun dan sedang dalam proses belajar. Sehingga untuk
melanjutkan kepemimpinan KH. A. Syathori untuk sementara diserahkan
kepada KH. A. Baidlowi, KH. Muhammad Asyrafuddin, dan KH.
Mahfudz Thaha. Sepulangnya KH. Ibnu Ubaidillah dari Makkah pada
tahun 1981 maka kepemimpinan diserahkan kepadanya dibantu oleh
kakak-kakak dan beberapa keponakannya. Salah satunya adalah KH.

Husein Muhammad.!!

3. Awal Perkenalan Husein Dengan Gender
Keterlibatan pertama Husein dalam perkembangan pemikiran

yang lebih progresif dimulai oleh ajakan Masdar Farid Mas’udi, yang

1° 1bid, 108.
" Ibid, 109.
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ketika itu sebagai direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren
dan Masyarakat). Masdar selalu mengundang Husein untuk mengikuti
seminar atau halagah. Pada tahun 1993, Husein diundang dalam seminar
tentang “Perempuan dalam Pandangan Agama-agama”. Sejak itu Husein
mengetahui ada masalah besar mengenai perempuan. Dalam kurun waktu
yang panjang, kaum perempuan mengalami penindasan dan sering
dieksploitasi. Berwal dari situ Husein diperkenalkan dengan gerakan
feminisme, yaitu gerakan yang berusaha untuk memperjuangkan martabat
kemanusiaan dan kesetaraan sosial.

Seperti halnya para pemula yang biasa memandang persoalan baru
dengan penuh curiga, Husein pun menilai gerakan ini sebagai
pemberontakan terhadap laki-laki, lembaga-lembaga keluarga dan
kemasyarakatan yzlmg sudah mapan. Untuk memahami secara lebih
mendalam akar persoalan ketidakadilan terhadap perempuan ini Husein
mempelajari analisis gender, ideologi dan teori yang membantu persoalan
tersebut secara jernih dan objektif.'?

Menurut Husein ada peran para ahli agama (agamawan), bukan
hanya Islam tetapi dari seluruh agama, yang turut memperkuat posisi
subordinasi perempuan. Pembelaan terhadap perempuan menurut Husein

sangat strategis bagi pembangunan manusia. bagi Husein masalah

2 1bid, 116,
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subordinasi perempuan merupakan masalah yang tidak bisa dianggap
remeh. Paradigma Feminisme yang digunakan Husein adalah melalui
pendekatan figh (Hukum Islam), karena kehidupan masyarakat Indonesia
tidak bisa terlepas dari sikap beragama masyarakat, pola tradisi, dan
kebudayaan. Hal ini terlihat dari pola hidup masyarakat Indonesia yang
dipengarvhi oleh norma-norma keagamaan khususnya teks-teks
keagamaan."?
4. Perjalanan Perjuangan Husein Muhammad

Sebagai orang yang perhatian dalam masalah gender, dalam
beberapa tulisannya ia membela kaum Hawa dalam memainkan perannya
di ruang publik. Menurutnya, peran perempuan sering dibatasi pada
wilayah domestik saja dan diposisikan secara subordinat. Perempuan
sering kali dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang
dan dapat menstimulasi konflik sosial. Hal ini karena al-Qur’an dan
hadits dibaca secara harfiah dan konservatif."*

Perjuangan Husein Muhammad menegakkan kesetaraan gender
terlihat dari pembelaannya terhadap pendapat Dr. Amina Wadud, wanita
dari Amerika Serikat yang menjadi Imam salat jumat sekaligus khatib

bagi kaum pria di gereja Anglikan, Manhattan, Newyork, Amerika

3 mbid, 118.
“ Budi Handrianto, Lima Puluh Tokoh Islam Liberal Indonesia, (Jakarta: Hujjah Press,
2007), 206
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Serikat. Husein juga menulis kepemimpinan Perempuan dalam salat di
dalam bukunya yang berjudul Figh Perempuan. Dalam bab itu Husein
menyandarkan pendapatnya pada pendapat as-Shan’ani tetang Ummu
Waraqah yang menjadi imam bagi penghuni rumahnya yakni laki-laki dan
perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan boleh mengimami laki-
laki dengan batasan bahwa laki-laki tersebut adalah sudah tua atau muda
namun berstatus hamba sahaya,'®

Selain itu Husein juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan
oleh Amina Wadud merupakan langkah berani untuk melakukan
perlawanan secara simbolik terhadap tradisi yang sudah mapan dalam
konstruksi hukum Islam. Namun, akan berbeda bila itu diterapkan di
Indonesia. Perlu dilakukan pengkondisian terlebih dahulu sebelum
menerapkannya. Pengkondisian bisa dilakukan dengan cara menyebutkan
atau mengungkap wacana fikih atau pendapat yang memperbolehkan
seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki.'®

Husein Muhammad bersama beberapa tokoh juga pernah
membuat kelompok Forum Kajian Kitab Kuning atau lebih dikenal
dengan nama FK3. Kehadiran forum ini cukup menghebohkan lantaran
menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Wajah Baru Relasi Suami-Istri,

Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujayn” karya Imam Nawawi al-Bantani. Seorang

5 Ibid, 207
15 1bid,



49

Ulama besar yang tersohor dengan julukannya sebagai “sayyid Hijaz.
Buku tersebut mendapat tanggapan keras dari Ulama Jawa Timur.
Alasannya dalam buku itu terdapat kritikan-kritikan yang menganggap
bahwa banyak hadits dhaif dalam kitab tersebut.!”

Ulama Jawa Timur yang merasa terpukul atas hadirya buku yang
diterbitkan oleh FK3 akhimya membuat kelompok kajian serupa yaitu
Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT) yang berada di Pasuruan dan di
bawah pengawasan Rabithatul Ma’ahid Islamiyah (RMI), cabang
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Forum ini juga menerbitkan sebuah
buku tandingan berjudul “Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte
FK3’. RMI sendiri merupakan organisasi ikatan Pondok Pesantren di
bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Buku ini merupakan
hasil kajian ilmiah dari FKIT yang beranggotakan kiai-kiai muda dari
berbagai Pesantren, seperti Abdul Halim Mutamakkin, Muhibbul Aman
Ali, HA Baihagqi Juri, M. Idrus Ramli, dan lain sebagainya.

Selain tergabung dalam FK3, Husein juga aktif dalam kegiatan-
kegiatan pembelaan perempuan. Sikap pembelaan Husein terhadap
perempuan diwujudkan dengan beberapa organisasi atau Lembaga Sosial
Masyarakat diantaranya adalah Puan amal Hayati yang berada di

Pesantren Dar at-Tauhid, Arjawinangun. Husein juga mendirikan

7 bid, 208
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Fahmina Institute, WCC Balgis, KPPI, juga menjadi Direktur
Pengembangan Wacana di LSM Rahima. Husein bersama teman-
temannya juga mendirikan klub kajian Bildung. Selain itu Husein juga
aktif untuk mendorong para perempuan seperti menjadi penasehat
Fatayat NU dan Muslimat NU.!®
Adapun karya-karya Husein Muhammad adalah sebagai berikut:

1. Figh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan gender,
(Yogyakarta: Lkis, 2001)

2. Ta’liq wa takhrij asy-Syarah ‘Ugqud al-Lujjain, (Yogyakarta: LXkis,
2001)

3. Islam Agama Ramah Pcrempuan; (Yogyakarta: Lkis, 2004)

4. Ijtihad Kiai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender, (Jakarta:
Rahima, 2011)

5. Wasiat Tagwa Ulama-Ulama Besar al-Azhar, merupakan karya
terjemahan yang diterbitkan oleh Penerbit Bulan Bintang pada tahun
1985

6. Hukum Islam Antara Modernis dan Tradisionalis (Terjemahan),
diterbitkan oleh Penerbit P3M pada tahun 1986

7. Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam (Terjemahan) diterbitkan oleh

Pustaka Firdaus pada tahun 1987)

18 Husein Muhammad, /s/am Agama Ramah Perempuan, (Yogyakarta: Lkis, 2004), xIViii
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Kasyifah as-Saja (Bandung, 1992)
Pakar-pakar Fikih Sepanjang Sejarah diterbitkan oleh LKPSM pada
tahun 2001.

Adapun aktifitas organisasi Husein Muhammad sebagai berikut:

. KetuaI Dewan Mahasiswa PTIQ tahun 1978-1979

Ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlotul Ulama, Kairo, Mesir tahun
1982-1983

Sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo, Mesir. Tahun
1982-1983

Pendiri Fahmina Institute Cirebon

Pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid yang ada di daerah
Arjawinangun, Cirebon

Anggota Dewan syuro DPP PKB 2001-2005

Ketua Dewan Tanfidz PKB Kabupaten Cirebon, tahun 1992-2002
Wakil Ketua DPRD kabupaten Cirebon pada tahun 1999-2004

Ketua Umum Yayasan Wali Sanga, 1996-2004

10. Ketua I Yayasan Pesantren Dar at-Tauhid 1984-sekarang

11. Wakil Rais Syuri’ah NU Cabang Kabupaten Cirebon pada tahun

1989-2001

12. Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat dari tahun 1994-

1999
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13. Pengurus PP RMI pada tahun 1989-1999

14. Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati pada tahun 1999-
sekarang

15. Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA pada tahun 2000-
sekarang

16. Ketua umum DKM Masjid Jami’ Fadhlullah, Arjawinangun pada
tahun 1998-sekarang

17. Kepala Madrasah Aliyah Nusantara yang berlokasi di Arjawinangun
pada tahun 1989-sekarang

18. Kepala SMU Ma’arif Arjawinangun pada tahun 2001

19. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Arjawinangun pada
tahun 1996- sekarang

20. Ketua Kopontren Dar at-Tauhid pada tahun 1994 hingga sekarang

21.Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Orsat
Kabupaten Cirebon pada tahun 1994 sampai 2000

22. Ketua I Badan Koordinasi TKA-TPA wilayah III Cirebon dari tahun
1992-sekarang

23. Pemimpin Umum/Penanggung jawab dwi bulanan “Swara Rahima”

24. Dewan Redaksi jurnal dwi bulanan “Puan Amal Hayati”

25. Konsultan Yayasan Balgis untuk hak-hak perempuan pada tahun 2002

26. Pendiri Puan Amal Hayati, Cirebon
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27. Konsultan/Staf ahli kajian figh siyasah dan perempuan

28. Anggota National Broad of International Center For Islam and
Pluralism pada tahun 2003

29. Tim Pakar Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and
Development pada tahun 2003

30. Dewan Penasihat dan Pendiri KPPI (Koalisi Perempuan Partai Politik

Indonesia) di kabupaten Cirebon.

B. Wali Mujbir Menurut Husein Muhammad
Wali diartikan oleh Husein sebagai orang yang melindungi,
bertanggung jéwab, mengawasi dan mengurus urusan orang lain. Adapun
kaitannya dengan status kewenangannya maka dibagi menjadi dua, yakni
wali mujbir dan goiru mujbir. Berikut adalah orang-orang yang menduduki
posisi itu:'’
a. Wali Muyjbir, dalam hal ini adalah bapak, jika tidak ada bapak
maka kakek.
b. Wali gairu mujbir, yang termasuk dalam wali ini adalah dari
kerabat dekat, yakni sesuai dengan urutan yang menjadi ahli

waris dalam hukum kewarisan Islam

""Husein Muhammad, Wawancars, Sabtu: 21 Mei 2011 pada waktu 16.00 WIB
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Menurut Husein, selama ini terdapat pandangan umum yang
menyatakan bahwa perempuan menurut figh Islam tidak berhak
menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Dalam hal ini yang berhak
adalah ayah atau kakeknya. Hal ini lalu menimbulkan asumsi bahwa
Islam membenarkan nikah paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh
suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak jjbar. Hak ijbar
dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan
oleh orang lain dalam hal ini adalah ayah.?’

Dalam hal ini, Husein membedakan antara makna 7krah, takiif
dan jjbar yang seringkali dikonotasikan dengan makna paksaan. J&krzh
berarti suatu paksaan terhadap sesecorang untuk melakukan sesuatu
pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau
tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. Sementara bagi orang
tersebut perbuatan itu sebenarnya bertentangan dengan hati nurani.
Adapun taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk
mengerjakan sesuatu dan pekerjaan tersebut merupakan konseckwensi
logis belaka dari penerimaannya atas suatu keyakinan. Jadi, pekerjaan
tersebut adalah suatu kewajiban bagi orang tersebut. Ini karena ia telah

dengan sadar menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti atau mengakui

 Husein Muhammad, Figh Perempuan, 104.
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suatu keyakinan. Sedangkan jjbar adalah suatu tindakan untuk
melakukan sesuatu atas dasar tanggunhg jawab. 2!

Dari segi akibat hukum, 7krah dan zak/ifmemiliki perbedaan yang
tajam. Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara 7krah dapat
dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jika
perbuatan tersebut dilaksanakan maka ia dinyatakan batal demi hukum.
Sebaliknya, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara fak/if
justru merupakan pahala karena termasuk kategori amar ma’ruf nahi
munkar, atau dalam bahasa yang lebih umum, pemaksaan tersebut
dipandang dalam kerangka menegakkan hukum. Penolakan atas paksaan
ini merupakan pelanggaran hukum, pelakunya berdosa atau harus
dihukum.?

Kembali ke persoalan wali mujbir, Husein menjelaskan lebih rinci
bahwa hak wali mujbir adalah mengarahkan dan memilihkan bukan
menentukan dan memutuskan atas pilihan tersebut. Dalam hal ini
seorang wali mujbir berhak memilihkan calon bagi anak perempuannya
namun tidak berhak untuk memaksa anak tersebut menerima pilihan

ayahnya atau kakeknya. Hak mecnentukan jodoh itu bukan berada

2 id, 106
2 id, 107
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ditangan ayah atau kakek, melainkan berada di tangan anak perempuan

tersebut.?® Argumen ini disandarkan pada hadfts nabi:

Apabila terjadi pemaksaan kehendak orang tua dalam
menentukan jodqh bagi anak gadisnya sedangkan anak tersebut jelas-
jelas tidak mau atau memperlihatkan bahwa dirinya tidak suka terhadap
pilihan ayahnya tersebut maka perkawinan yang semacam ini dianggap
tidak sah. Hal yang demikian ini lantaran dinilai sebagai perbuatan yang
menafikan unsur kerelaan dalam pernikahan padahal itu merupakan asas
dalam membangun sebuah mahligai bahtera rumah tangga melalui
perkawinan. Berbeda lagi bilamana sang ayah memilihkan jodoh bagi
putrinya dan anak tersebut diam serta tidak terlihat tanda-tanda bahwa ia
tidak menghendaki pilihan tersebut maka penikahan semacam ini

dianggap sah.

3 Ibid., Figh, 111.
24 Husein Muhammad, Wawancara, Minggu: 22 Mei 2011, pukul 16.00 WIB



57

Berbicara masalah kerelaan seorang anak perempuan, dalam hal
ini Husein berpendapat bahwa bilamana Ayah atau Kakek menentukan
jodoh bagi anak gadisnya kemudian anak tersebut diam atau tidak
menunjukkan tanda-tanda penolakan maka akad yang dilaksanakan
adalah sah. Sedangkan sebaliknya bila anak gadis tersebut telah
menunjukkan sikap penolakan namun tetap dipaksakan menikah maka

akad tersebut dinilai tidak sah. Ini juga disandarkan pada hadits:

04 ) . z . ’j . . ,f.
3 aorle ot wompel L alle 158,300 g LM g L LS:JT e 3 f,;

e
Artinya:

“Tuhan membebaskan dosa umatku  karena keliru, Ilupa, dan
dipaksa."(HR. Ibn Majah dan Baihaqi)

C. Istinbat Hukum Husein Muhammad

1. Sumber Hukum Islam ;M’(f"
/
Dalam mengemukakan sebuah pendapat, Husein melandaskan

pendapatnya pada sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam
yang digunakan oleh Husein Muhammad adalah Al-Qur’an, Hadits,

Ijma’, Qiyas dan juga pendapat para Ulama.2®

25 Ibn Majah, As-Swunan Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 88.
26 Husein Muhammad, Wawancara, Minggw: 22 Mei 2011.
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a. Al-Quran

Al-Qur’an bagi kaum muslimin adalah referensi kehidupan
yang paling utama dan paling otoritatif. Tidak ada referensi kaum
muslimin yang dihormati sedemikian rupa tingginya selain Al-
Qur’an. Seluruh siklus tradisi dan budaya masyarakat Islam dibangun
di atas landasan kitab ini. Secara teologis mereka sepenuhnya percaya
bahwa al-Quran adalah kitab suci, karena Al-Quran merupakan
kalamullah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui
malaikat Jibril .

Proses tranmisi al-quran dari Allah kemudian dibawa
malaikat Jibril lalu disampaikan kepada Muhammad berlangsung
melalui sebuah mekanisme komunikasi yang unik dan penuh misteri
yang disebut wahyu. Wahyu adalah pemberian infonﬁasi yang samar
dan misterius, bias dalam bentuk suara, bisikan maupun hembusan.
Proses tranmisi dari Tuhan kepada kedua subjek penerima tersebut
merupﬁkan problem yang amat rumit dan kompleks. Rasionalisme
sering kandas di hadapan persoalan ini. Kerumitan ini terjadi karena
kata-kata Tuhan bersifat trans-historis dan meta-historis.?’

Dengan meninggalkan perdebatan mengenai teori diatas dan

mekanisme pewahyuan di atas, secara faktual umat Islam meyakini

%7 Husein Muhammad, Jjtibad kyai Husein, (Jakarta: Rahima, 2011), xiv.
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bahwa seluruh kata-kata Tuhan yang terhimpun dalam mushaf adalah
otentik, akurat, dan utuh. Tidak ada yang berubah sejak diturunkan
kepada Nabi hingga generasi berikutnya. Hal ini telah diterangkan
dalam Al-Qur’an surat al-fusilat ayat 41,2

Menurut Husein petunjuk-petunjuk  Al-qur’an  secara
sederhana diungkapkan dalam dua bentuk narasi (kAitab) yaitu narasi
berita (khabari, deskriptif) dan narasi perintah atau larangan (thalabi,
preskriptif). Narasi deskriptif adalah uraian informasi tentang fakta-
fakta atau realitas. Sementara narasi preskriptif adalah perintah atau
larangan Tuhan kepada manusia untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu. Preskriptif tidaklah selalu berarti kewajiban (/i/
wujub) atau keharaman (// at-tahrim). Perintah bisa berarti juga
anjuran, saran atau himbauan, bahkan mc@m. Larangan juga bisa
berarti peringatan (warning), tidak dianjurkan dan lain sebagainya.?’

Pada sisi lain, al-Qur’an juga mengenal teori MNasikh-
Mansukh. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat ayat-ayat yang
membatalkan (nasikh) dan ayat-ayat yang dibatalkan (mansukh).
Teori ini muncul akibat dari adanya ayat-ayat yang dianggap saling
bertentangan berdasarkan pemahaman literalnya dan seakan-akan

tidak mungkin lagi dapat dikompromikan. Jika ini yang terjadi maka

3 bid,, xv
B Ibid., xvii
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menurut teori ini ayat-ayat yang diturunkan belakangan membatalkan
ayat-ayat sebelumnya.*

Dalam memahami teks al-qur’an, Husein menggunakan
pendekatan fa’wil. Dengan demikian, metode ini banyak
menggunakan analisis rasional, terbuka (inklusif), berinteraksi atau
berdialog dengan realitas-realitas yang berkembang, dan
mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan arti teks. Jadi, disamping
menggunakan pemahaman intertekstualitas dan logika teks, ta’wil
juga memperhatikan fakta-fakta di luar teks.>!

Pendekatan semacam ini ingin membaca sebuah teks pada
makna esensial tujuan moralnya, bukan semata-mata makna
literalnya. Teks dengan demikian perlu dipahami aspek rasiologisnya
di satu sisi serta kemaslahatan danb aspek keadilannya sebagai tujuan
akhir dengan mana hukum ditegakkan. Dan pada akhirnya akan

ditemukan kaitan erat dengan dinamika dan dialektika sosial.*?

b. Hadits
Sumber penetapan hukum setelah Al-Qur’an adalah hadits

Rasul SAW. Hadits adalah segala sesuatu yang datang dari nabi

% mid., xxiii
3 1bid,, xxxiii
32 Ihid, xlvii
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Muhammad selain Al-Qur’an baik berupa perkataan, perbuatan
maupun ketetapan yang berkenaan dengan hukum syara’.3?

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul Figh
membagi hadits menjadi mutawatir dan ahad. Apabila hadits itu
diriwayatkan secara bersambung oleh orang banyak yang menurut
logika tidak mungkin mereka akan sepakat berdusta, maka hadits
seperti ini disebut hadits mutawatir dan kekuatan hukumnya adalah
qgath’i, Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja
yang tidak sampai kepada tingkat mutawatir, maka hadits itu disebut
ahad. Dan kekuatan hukum hadits ini bila berstatus sahih maka
bersifat zanni.

Untuk mengetahui kualitas sebuah hadits, hadits dapat
ditinjau dari dua sisi yaimi sisi sanad (transmisi) dan matan (teks,
bunyi). Tinjauan sanad hadits dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui sejauh mana sumber hadits tersebut dapat dipertanggung
jawabkan, apakah ia benar-benar berasal dari nabi atau bukan. Para
ahli hadits membagi kualitas hadits dari sisi ini dalam tiga kategori:

sahih (valid), hasan (baik) dan da 7f(lemah).*

%3 Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, 2008), 49
¥ Husein Muhammad, Figh, 244
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c. [jma’

Dari segi bahasa /jma’berarti kesepakatan, maksud, ketetapan
hati, ketetapan untuk melaksanakan sesuatu dengan memerlukan
tekad kelompok. Sedangkan ijma’ menurut ulama usul figh
(terminologi) berarti kesepakatan semua mujtahid di antara ulama
Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW
terhadap hukum syara’ yang bersifat praktis ( ‘amal 33

Dilihat dari segi terjadinya kesepakatan terhadap hukum
syara’, maka para Ulama usul figh membagi ijma menjadi dua, yaitu
ijma’ sarib\afdi dan jjma’ sukuty. jjma’ sarih adalah perkataan para
mujtahid, baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum
suatu masalah tertentu. Sedangkan jjma’ sukuty adalah pendapat
sebagian Ulam# pada satu masa tentang hukum suatu masalah dan
tersebar luas, sedangkan para mujtahid lainnya hanya diam saja
setelah meneliti pendapat Mujtahid yang dikemukakan di atas tanpa

ada yang menolak pendapat tersebut.

d. Qiyas
Secara terminologi terdapat beberapa definisi tentang giyas
yang dikemukakan oleh para ulama usul figh. Di antara pengertian itu

yakni giyas diartikan dengan menghubungkan suatu kejadian yang

35 Syansul Bahri., Metodologi, 50
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tidak ada nas, kepada kejadian yang telah ada nasya oleh karena ada

kesamaan dalam 9//at hukumnya. Qiyas dapat dibagi menjadi

beberapa segi, yaitu:

1. Dilihat dari segi kekuatan /lat yang terdapat pada furu’
dibandingkan dengan yang terdapat pada ashl terbagi menjadi
tiga bagian: (a). Qiyas al-aulawi, yaitu qiyas yang hukumnya
pada furu’ lebih kuat daripada hukum ashl; (b). Qiyas al-Musawi,
yaitu hukum pada furu’ sama kualitasnya dengan hukum yang ada
pada ashi, (¢). Qiyas al-adna, yaitu ‘illat yang ada pada furu’ lebih
lemah dibandingkan dengan ‘//at yang ada pada ashl

2. Dari segi kejelasan ‘7//at yang terdapat pada hukum, giyas terbagi
menjadi dua macam, yaitu: (a). Qiyas al-jaliy, yakni giyas yang
‘ﬂlat-nya ditetapkan oleh nash bersamaan dengan hukum ash/
atau nash tidak menetapkan ‘i//at-nya tetapi dipastikan bahwa
tidak ada pengaruh perbedaan antara ash/dengan furu’ (b). Qiyas
al-khafi, yaitu qiyas yang %//at-nya tidak disebutkan dalam nash.

3. Dilihat dari keserasian i//at dengan hukum, giyas terbagi menjadi
dua bentuk, yaitu: (a). Qiyas almu’atsir, yaitu giyas yang
menjadi penghubung,.

Husein Muhammad dalam menggunakan giyas, tidak terpaku pada

qiyas jali, melainkan juga menggunakan giyas khafii Yang menjadi
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ukuran penetapan /st adalah seberapa besar mashlahah yang akan
didapat dari hukum itu sendiri. Husein juga menggunakan istihsan. Selain
itu, ia juga mengakui tentang pentingnya menggunakan mas/ahah
mursalah. Yang dicari Husein adalah nilai-nilai keadilan dari sebuah dalil

dan nass.

2. Metode Istinbat Hukum

Istinbat artinya mengeluarkan hukum dari dalil. Jalan istinbat ini
memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum
dari dalil. Cara penggalian hukum dari nas itu bisa ditempuh dengan dua
macam pendekatan, yaitu pendekatan makna dan pendekatan lafadz.
Pendekatan makna adalah penarikan kesimpulan hukum bukan kepada
nas langsung.

Adapun metode istinbat hukum yang digunakan oleh Husein
Muhammad adalah melalui pendekatan makna. Ini sebagaimana
diungkapkan oleh Husein Muhammad:

Pendekatan ta’wil ingin membaca sebuah teks pada ma’na esensial
tujuan moralnya, bukan semata-mata makna literalnya. Teks dengan
demikian perlu dipahami aspek rasiologisnya di satu sisi serta
kemaslahatan dan aspek keadilan sebagai tujuan akhir dengan man
hukum ditegakkan. Dan analisis kita pada aspek-aspek ini pada
akhirnya akan selalu ditemukan kaitan yang sangat erat dengan

dinamika dan dialektika sosial® Dengan kata lain jika rasiologis
telah berubah dan kemaslahatan telah berganti karena perubahan

*Husein Muhammead., Jjtibad,, xlvii
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konteks sosialnya, maka dengan sendirinya keputusan hukum juga
harus berubah.

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa Husein lebih mengedepankan
konteks dalam memahami teks itu sendiri. Begitu pula dalam mengambil
hukum tentang hak ijbar. Apa yang menjadi konsep para Ulama Madzhab,
khususnya Ulama yang memaknai bahwa hak ijbar adalah kewenangan
seorang wali untuk menentukan jodoh dan juga mengawinkan anak gadisnya
tanpa seizin anak gadis tersebut dinilai tidak relevan lagi bila masih dipegang
teguh hingga saat ini dengan mengabaikan realitas sosial. Ini disebabkan
perbedaan setting sosial dan juga kultur baik tempat maupun kurun waktu

yang selalu mengalami perkembangan.



BABIV

ANALISIS KONSEP WALI MUJBIR DALAM PANDANGAN HUSEIN
MUHAMMAD

A. Analisis terhadap Konsep Wali Mujbir Menurut Husein Muhammad

Wali diartikan dengan pelindung maupun penguasa. Pelindung (wali)
dari segi subyeknya dibagi menjadi dua, yaitu seseorang yang memiliki
kemampuan untuk bertindak sendiri karena ia telah cakap hukum (wilayah
ashliyah) dan juga seseorang yang memiliki wewenang terhadap orang lain
karena hubungannya dengan orang lain tersebut yang berada di bawah
pengampuannya (wilayah niyabak). |

Wilayah M:;.e;bab sendiri dibagi dalam dua wilayah yakni yang
bersifat umum dan khusus. Bersifat umum contohnya kewenangan
pemerintah atas rakyatnya, sedangkan yang bersifat khusus adalah
kewenangan dalam diri pribadi orang lain begitu pula masalah harta
bendanya. Wilayah khusus dalam diri pribadi orang lain termasuk di
dalamnya hak untuk menikahkan orang yang berada di bawah
pengampuannya.

Kriteria seseorang dikatakan sebagai orang yang belum cakap hukum
meliputi beberapa poin di bawah ini:

1. Masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan
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2. Budak

3. Orang gila

4, Orang bodoh

Namun dalam penentuan kriteria ini Imam Syafi’i menambahkan
status perawan sebagai salah satu unsur berlakunya pengampuan. Bila
dikaitkan dengan hak pemilihan jodoh maupun hak menikahkan maka para
Ulama mazhab figh termasuk di dalamnya Imam Syafi’i melegalkan adanya
hak 7jbar (penentuan jodoh, menikahkan) terhadap anak perawan tersebut.
Kewenangan ini khusus bagi Ayah maupun Kakek. Begitu pula pendapat
Ja’fariyah, Malikiyah dan juga Hanabilah meskipun golongan-golongan ini
berbeda-beda dalam menentukan siapakah yang berhak memaksa perawan
untuk menikah.

Para ulama’ yang memperbolehkan wali mujbir menikahkan anak
perawannya tanpa meminta izinnya terlebih dahulu dengan syarat -syarat
sebagai berikut:

1. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.

2. Laki- laki pilihan harus sekufu dengan perempuan itu.

3. Mahar tidak kurang dari mahar mitsi/.
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4. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap
isteri dengan baik dan tidak ada gambaran berbuat yang
menyengsarakan isteri.’

Menurut Husein Muhammad pendapat para Ulama seperti di atas
selama ini membawa kepada pandangan umum yang menyatakan bahwa
perempuan menurut figh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas
pasangan hidupnya. Yang berhak menentukan adalah ayah atau kakeknya.
Hal ini lalu menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan nikah paksa.
Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang
dikenal dengan hak jjbar. Hak ijbar dipahami oleh banyak orang sebagai hak
memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayah.?

Husein Muhammad membedakan pengertian antara makna ikrah,
taklif dan jjbar yang seringkali dikonotasikan dengan makna paksaan. Jkrah
berarti suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu
pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau
tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. Sementara bagi orang
tersebut perbuatan itu sebenarnya bertentangan dengan hati nurani. Adapun
taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu

dan pekerjaan tersebut merupakan konsekwensi logis belaka dari

! Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh Juz IX, (Damaskus: Dar el-Fikr, 1989), 6685-

6686

2 Husein Muhammad, Figh Perempuan, 104
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penerimaannya atas suatu keyakinan. Jadi, pekerjaan tersebut adalah suatu
kewajiban bagi oraﬁg tersebut. Ini karena ia telah dengan sadar
menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti atau mengakui suatu keyakinan.
Sedangkan Jjbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar
tanggunhg jawab. 3

Dari pembedaan tiga kata di atas menggambarkan bahwa definisi wali
mujbir antara Husein dan juga Ulama mazhab terdapat perbedaan. Menurut
Penulis, perbedaan ini dilatarbelakangi oleh hak yang dimiliki wali mujbir
itu sendiri. Bagi mayoritas Ulama mazhab seperti Syafi’i, Hambali dan
Maliki hak wali mujbir itu meliputi hak menentukan jodoh dan juga
menikahkan anak perawannya tanpa seizinnya. Sedangkan menurut Husein,
wali mujbir itu berhak mengarahkan dan memberikan pilihan jodoh bagi
anak perawannya sedangkan keputusan berada pada tangan anak perawan
itu sendiri.

Pandangan Husein tentang hak bagi wali mujbir dalam menentukan
jodoh bagi anak perawannya bukanlah suatu kewajiban yang harus dipatuhi
oleh anak tersebut karena memilih jodoh berada di tangan anak itu sendiri.
Jika wali memaksakan kehendaknya padahal sang anak jelas-jelas menolak

namun akad tetap dilakukan maka akad semacam ini dinilai tidak sah.

3 bid., 106
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Sebab, pemaksaan tersebut berarti membelenggu kebebasan jiwa anak dan
itu berarti masuk dalam kategori ikrah.

Pendapat ini selaras dengan hadits nabi yang menerangkan bahwa niat
dalam sebuah perbuatan sangatlah penting. Berikut hadits tersebut:

oty Juli ¢

Pemaknaan hadits ini memang tidak terlepas dari kontroversial.
Terdapat dua pendapat yang memberikan konsekuensi hukum yang berbeda
atas haditsini. Pendapat pertama menyatakan bahwa sebuah pekerjaan yang
tidak diniati, maka pekerjaan itu tidak akan mendapat pengabsahan
(legalitas) dari syari’at. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa
suatu pekerjaan tidak sempurna bila tidak disertai oleh niat.*

Menyikapi perbedaan pendapat di atas, Ibnu Hajar al-Haytami lebih
memilih pendapat yang pertama karena lebih mendekati makna hakiki
dibandingkan pada makna majazi.

Hadits di atas juga merupakan pondasi terbangunnya kaidah ushul:

soptls 3580

e

“Segala Sesuatu tergantung pada tujuannya’
Penulis sependapat dengan pendapat Husein Muhammad bahwa
kewenangan wali mujbir terhadap pemilihan jodoh anak perawannya bukan

bersifat wajib untuk dipatuhi melainkan sebuah saran dan juga arahan untuk

* Komunitas Kajian Ilmiysh Lirboyo, Formulasi Nalar Figh, (Surabaya: Khalista, 2009), 92



71

kebaikan anak tersebut. Jika anak tersebut lebih memilih pilihannya sendiri
dan menolak usulan sang wali itu bukanlah suatu pelanggaran.

Wewenang wali terbatas kepada memberi usul karena yang menjalani
kehidupan rumah tangga bukanlah wali melainkan anak perawan tersebut.
Sehingga, kerclaannya harus lebih diutamakan dari pada wali namun bukan
berarti pertimbangan wali tidak diperlukan.

Jika kita bertumpu pada pandangan mayoritas Ulama mazhab maka
wali menempati ruang yang lebih besar dari perawan itu sendiri. Tetapi
akan menjadi absurd ketika diarahkan pada tujuan pernikahan sebagai
media membangun hubungan yang sakinali, mawaddah, wa rahmah
sedangkan para pelakunya atau salah satu pelakunya sama sekali tidak
memiliki keinginan. Padahal, akad tersebut adalah akad bagi pernikahan
yang merupakan misagan galizan.

Meskipun dalam pelaksanaan hak jjbar ini para Ulama menentukan
syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah Xafaah. Bisa saja ukuran kafaah
antara anak perawan dan sang wali terjadi perbedaan. Kriteria kafaah yang
telah diungkapkan oleh Rasulullah. terletak pada ukuran agama. Ukuran
inilah yang dapat menjamin kebahagiaan rumah tangga. Sikap
keberagamaan yang bagus akan melahirkan sebuah tanggung jawab dan juga

kepedulian atas segala tindakan baik yang menyangkut dirinya maupun
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orang lain. Sedangkan bagi mereka yang menetapkan ukuran Xaf3ah
berdasarkan nasab dan juga kekayaan serta ukuran fisik tentu tidaklah tepat.

Adapun hak anak perawan lebih kuat dibandingkan hak seorang wali
terlihat dari adanya perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali
sulthan bilamana wali nasab ‘adhal Begitu pula bila pernikahan yang
dilangsungkan atas dasar paksaan dan tidak adanya kesepakatan pasangan
maka pernikahan tersebut dapat dimintakan fasakh.

Pendapat Penulis membenarkan pendapat Husein Muhammad bukan
tanpa dasar. Dalam hal ini penulis mengacu pada hadits Rasul yang
menerangkan bahwa seorang perawan dimintai izinnya dan seorang janda
lebih berhak atas dirinya:

e @l 5, 5dtend K0 5 G e oty ST 0

Artinya:

“Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan

seorang perawan itu dimintal persetujuannya, dan izinnya adalah

diamnya.”®

Hadits ini menerangkan bahwa seorang Perawan dimintai izinnya
menandakan bahwa kerelaan seorang perempuan perawan merupakan hal
yang penting. Disebutkan pula indikasi kerelaannya berupa sikap diamnya.

Dalam konsep indikasi kerelaan yang ditawarkan Husein yakni

memaknai diam dengan tidak adanya tanda-tanda penolakan dari pihak

perawan tersebut baik itu raut muka, maupun sikap yang ditunjukkan

* Muslim bin Haijaj, As-Sahib, (Beirut: Dar Thya at-Turats al-Arabi, tt), 1037
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sebagai bentuk ketidaksetujuannya. Kerelaan menjadi hal yang sangat
penting karena berfungsi sebagai asas dalam pernikahan.

“Diam” tidak dapat serta merta menjadi ukuran persetujuan anak
gadis. Perlu memahami bagaimana kondisi psikologis dan juga kepribadian
anak tersebut dan bagaimana caranya mengutarakan ekspresi kegusarannya,
kesenangan, persetujuannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja seorang
perawan menjadikan diamnya sebagai aksi protes terhadap pilihan walinya.

Husein juga memberikan konsep berlakunya wali mujbir dengan
batasan dewasa atau tidaknya seseorang. Bila anak perawan tersebut telah
dewasa maka ia memiliki hak layaknya seorang janda yakni memilih
calonnya berdasarkan nuraninya dengan pertimbangan baik dan buruknya.
Manakala calon yang dipilihnya tidak sesuai dengan kehendak keluarga dan
ia masih tetap bersikeras untuk memutuskan menikah degannya itu
bertanda bahwa segala konsekuensi setelah pernikahan itu merupakan hal
yang harus dihadapinya.

Pemikiran semacam ini lebih rasional karena kemampuan seseorang
untuk menentukan langkah bagi masa depannya tentu memerlukan
kedewasaan berpikir dan juga kesanggupan serta kemampuan untuk
mandiri. Sedangkan batasan perawan atau janda sebagai sebab ada atau
tidaknya hak ijbar dirasa sudah tidak relevan bila dikaitkan dengan konteks

sosial seperti sekarang ini. Mungkin pada masa itu (Imam Mazhab)
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penentuan status inilah yang masiahah. Mengingat kondisi sosial pada saat
itu dan juga tempat yang memposisikan wanita sebagai makhluk yang
kurang cakap bertindpk hukum dan tidak memiliki kedudukan yang berarti
di dalam masyarakat. Schingga mengharuskan wali untuk menentukan
bagaimana jodoh yang kelak akan mendampingi hidupnya.

Penulis menempatkan unsur dewasa sebagai penggugur hak ijbar
dalam menentukan pasangan sebagaimana pendapat Husein. Adapun
seorang perawan tidak boleh diberi izin untuk menikah dengan pilihannya
manakala beda agama dan juga beberapa ketentuan tentang keharaman
lainnya.

B. Analisis terhadap Metode Istinbat Hukum Husein Muhammad

Dalam proses penggalian hukum, Husein terlihat cenderung
menggunakan pendekatan kontekstual. Ini tercermin dari pendapat Husein
bahwa Al-Qur’an turun bukan tanpa sebab (Asbab an-Nuzul). Sebab turunnya
ini menandakan bahwa Al-Qur’an merupakan solusi atas permasalahan yang
terjadi bumi. Selain itu, pembagian surat menjadi dua bagian yakni makkiyah
dan Madaniyyah adalah penggambaran sejarah Al-Qur’an yang senantiasa
melakukan dialog secara dinamis dan akomodatif, bernegosiasi dan

melakukan interaksi dengan akal dan psikososial.
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Untuk memperkuat argumennya, Husein memaparkan tentang naskh
dan mansiokh sebagai bukti adanya historisasi teks-teks Al-Qur’an.
Sebagaimana ungkapannya berikut:

“Terlepas dari kontroversi mengenai teori Nasikh-mansukh di atas,

dan saya tidak hendak mengurainya lebih panjang, kenyataan itu

menunjukkan dengan jelas bahwa seluruh ulama mengakui adanya
dimensi historisasi teks-teks Al-Qur’an. Dengan kata lain, teori ini

menunjukkan adanya kehendak perubahan hukum dari satu waktu ke
waktu yang lain dan dari satu ruang ke ruang yang lain.”

Husein juga melihat Al-Qur’an sebagai pengusung ide reformasi,
universal, dan keadilan serta tidak lepas pula dari relasi gender. Selain itu
kehendak reformasi ini tercermin pada perilaku Nabi Muhammad sebagai
penerima wahyu tersebut dengan memperlakukan wanita dengan ramah.

Dalam konsep wali mujbir yang ditawarkannya, Husein juga terlihat
mengusung metode ¢a’wil dan kontekstual. Sebagai contoh adalah dalam

memahami hadits di bawah ini:

s 23 P

W 5 e o B3t K 5 a5 0 il 55T R
Wl

Menurut Husein, indikasi kerelaan seorang gadis perawan pada masa

itu (Imam Mazhab) adalah diam. Sedangkan masa sekarang menjadikan diam
sebagai indikasi persetujuan tidak bisa terlepas dari membaca psikologi anak

tentang bagaimana indikasi persetujuan yang dimaksud itu. Ataukah

§ Husein Muhammad, Jjtihad Kyai Husein, (Jakarta: Rahima, 2011), xxvi
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diamnya tersebut justru sebagai bentuk ketidaksetujuan akan apa yang
dilakukan oleh walinya.

Begitu juga dalam menempatkan dewasa sebagai penghapus hak jjbar.
Janda dan perawan saat itu menjadi penentu berlaku tidaknya hak jbar
karena kondisi sosial saat itu memang menghendaki demikian, janda lebih
mengetahui akan urusannya sedang gadis perawan tidak atau kurang cakap
dan malu-malu akan urusannya yang berkaitan dengan pernikahan. Dan ini
menandakan bahwa sesungguhnya kedewasaanlah yang menjadi ukurannya.

Kedewasaan menjadi penentu berlaku tidaknya hak jjbar dirasa
relevan dengan kondisi sosial seperti sekarang ini. Dimana, perempuan tidak
lagi memiliki kedudukan serendah masa itu. Perempuan telah diberi ruang
dan juga mendapatkan harga dirinya sebagai manusia yang bermartabat.
Sosial menempatkan ukuran kecakapan dan kecerdasan dalam
memperlakukan laki-laki maupun perempuan. Schingga perempuan memiliki
daya saing sesuai dengan kemampuannya, bahkan tidak jarang yang melebihi
laki-laki.

Meskipun demikian, Husein menekankan bahwa tiap hukum itu harus
mengarsh kepada aspek maslahalmya. Itulah yang diyakini Husein bahwa

hukum itu memiliki pembagian ruang dan juga waktu.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berbeda dengan mayoritas Ulama mazhab, Husein memaknai wali mujbir
sebagai seseorang yang melakukan tindakan atas dasar tanggung jawab dan
memiliki hak mengarahkan bukan memaksa menikah seseorang di bawah
| pengampuannya (perawan dewasa). Bila terjadi ikrah maka akad tersebut
batal demi hukum (Fash). Adapun indikasi kerelaan perawan adalah “Diam”
dengan tidak ada indikasi penolakan dan tertekan jiwanya. Ini dilihat dari
psikologi perawan tersebut. Pemberlakuan hak ijbar tergantung pada
kedewasaan yang dimiliki oleh anak perawan tersebut.

2. istinbat hukum yang digunakan oleh Husein adalah pendekatan secara
maknawi (Subtansif) dan kontekstual (Kondisional).

B. Saran

1. Kepada para Wali:

Janganlah menikahkan anak perawan dengan sekechendak hati tanpa
memperhatikan keinginan dan persetujuannya. Yang akan menjalani
kehidupan rumah tangga setelah akad adalah sang anak bukan wali, jadi

musyawarah adalah jalan terbaik.
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2. Kepada para anak Perawan:
Saat walimu memberikan pilihan seorang laki-laki untuk jadi pendamping
hidupmu maka janganlah terburu-buru untuk menolak atau mengacuhkannya.
Pertimbangan yang matang sangatlah penting karena pernikahan adalah hal
yang tidak kecil. Ada konsekuensi di dalamnya. Berpikir jemih dan bila
memang tidak sesuai keinginan hendaklah dibicarakan baik-baik dengan

wali. Karena pernikahan adalah dua kepentingan, individu juga keluarga.
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